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ABSTRAK 
 Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini berbeda dengan pencurian 
biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti pengrusakan, 
membongkar dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun lebih berat dari pada 
pencurian biasa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal 
tersebut. 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat 
(2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam putusan perkara No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks dan 
untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dalam putusan perkara No:1153/Pid.B/2012/Mks. 
 Berdasarkan pembahasan terhadap hasilpenelitian, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
dalam putusan perkara No:1153/Pid.B/2012/Mks. Majelis Hakim telah 
menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) Barang siapa; b) Mengambil suatu 
barang; c) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; d) Dengan 
maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; e) Yang didahului, desertai atau 
diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap 
tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau 
untuk tetap menguasai barang yang dicuri. F) Dilakukan pada malam hari dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau 
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. G) Dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersama-sama. Sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dalam purutusan perkara No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks. Majelis Hakim, telah 
mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: Pumbuktian berdasarkan 
alat-alat bukti yang sak sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
yang meliputi: Keterangan saksi-saksi, Barang bukti, dan Keterangan terdakwa, 
dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Semua fakta 
yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya 
memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (2) 
ke-1 dan ke-2 KUHP,  dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis 
Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara 
No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks,terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
197 ayat (1) huruf f KUHAP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 
menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan 
sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan 
hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang 
sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; 
yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang 
diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut 
terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi 
maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi. 
Hal ini, menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan 
hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut 
di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum. 
Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai 
produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrilisasi dan urbanisasi 
memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian 
diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak 
mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjusment menyebabkan banyak 
kebimbangan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, 
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maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup 
sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku 
menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri 
demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan 
merugikan pihak lain. 
Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum 
serta mengganggu  ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya 
adalah kejahatan pencurian yang desertai kekerasan, dimana hampir setiap 
hari dapat kita saksikan di media elektronik maupun media massa. Kondisi 
seperti kemiskinan dan penggangguran, secara relative dapat memicu 
rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti 
kejahatan pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan pencabulan. Namun 
dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian. 
Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu 
kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi 
disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat 
logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan 
teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga 
perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurungkan angka statistik  yang 
senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, 
salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta 
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adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada 
lagi dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan 
sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. 
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian 
dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, hal tersebut telah 
menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No.1153Pid.B / 2012/PN.Mks, dalam putusan tersebut 
terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Perbuatan terdakwa 
tersebut dilakukan pada malam hari dan terdakwa telah mempersiapkan diri 
dengan membawa senjata tajam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian 
berat dalam putusan perkara Nomor: 1153/Pid.B/2012 PN.Mks? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 1153/Pid.B/2012 
PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusanmasalah sebagaimana dikemukakan di atas, 
maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencurian berat dalam putusan perkara Nomor: 1153/Pid.B/2012 PN.Mks. 
2. untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 1153/Pid.B/2012 
PN.Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, 
khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan. 
2. Manfaat secara praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan 
sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, 
khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak 
pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik atau delictum, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak 
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu dasar dalam ilmu 
hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah yang ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat. 
 
Menurut Moeljatno(Mahrus Ali, 2002 : 97) bahwa: 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan 
dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang 
siapa melanggar larangan tersebut. 
6 
 
Sedangkan menurut Marshall (Mahrus Ali, 2011 : 97) bahwa : 
Perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang 
oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana 
berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. 
 
Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan 
sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan 
hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan 
pidana barang siapa yang melakukannya. Dengan pengertian ini, maka 
ditolak pendapat Simons dan Van Hamel. 
Simons (Mahrus Ali, 2011 : 98) mengatakan bahwa : 
Strafbaarfeit itu adalah kekuatan yang diancam dengan pidana, 
bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
 
Sedangkan Van Hamel (Mahrus Ali, 2011 : 98) mengatakan bahwa : 
Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam 
undang-undang, bersifat melawan hukum, patut pidana dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
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Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan 
hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai 
dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang 
yang melakukan atau orang yang menimbulkan aturan tersebut. Dalam hal 
ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang 
berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai 
pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan 
dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara 
kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai 
hubungan yang erat pula. 
Tindak pidana juga merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
(Nullum poena) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan,  biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lage (tidak ada delik, 
tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu),  
Dari asas legalitas atau asas Nulla poena ini tampak bahwa 
terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan 
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adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak 
boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu 
terjadi. Tetapi kita tahu bahwa undang-undang itu tidak langgeng, kadang-
kadang perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan 
zamannya. 
Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga makna yaitu: 
1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
hukum. 
2) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
3) Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi 
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan  dengan perbuatannya 
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. 
Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus)atau kealpaan (culpa) adalah 
bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan  (schuld) 
yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum sehingga atas perbuatannya tersebut dia harus pertanggung 
jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk 
dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya 
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suatu tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan 
begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal yang mengaturnya. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto (Adami 
Chazawi, 2013 : 78) bahwa : 
Untuk mengenakan pidana itu harus dipenugi syarat-syarat 
tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan 
unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan 
pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana (strafbaarfeir). Hal ini sesuai dengan pengertian 
tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan 
adanya pemberian pidana. 
  
Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons (Adami chazawi, 
2013: 80) ialah : 
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan); 
b. Diancam dengan hukuman pidana (strafbaar gesteld); 
c. Melawan hukum (onrechtmatig) 
d. Dilakukan dengan kesalahan (me schuld in verband staand); 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) 
 
Dari unsur tindak pidana tersebut, Simons kemudian membedakan 
adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit. Bahwa yang 
dimaksud unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan 
dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
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Sedangkan yang dimaksud unsur subjektif adalah orang yang mampu 
bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa). 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2013 : 81) unsur-unsur 
tindak pidana, sebagai sarjana yang berpandangan dualistis 
mengemukakan sebagai berikut. 
 
Untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak 
cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana 
belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada 
kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur 
yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan 
pemidanaan adalah harus dipenuhi unsur-unsur dalam 
pertanggung-jawaban pidana (criminal responsibility) 
Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: 
 Perbuatan manusia 
 Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan 
syarat formil, dan 
 Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil) 
Unsur pertanggung-jawaban pidana ialah: 
 Kesalahan 
 Kemampuan bertanggung jawab 
 
 
Menurut Lamintang (2011 : 193) bahwa : 
 
Pada umumnya setiap tindak pidana dalam KUHP dapat 
dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-
unsur obyektif dan subyektif. Yang dimaksud dengan unsur-
unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur 
“subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya. 
 
 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus) 
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b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte seperti misalnya 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 
e. Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP 
 
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah: 
a. Sifat melanggar hukum; 
b. Kualitas si pelaku; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana 
yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun 
tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu yaitu sebagai berikut: 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam 
Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. 
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Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelannggatan adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.  Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih dominasi dengan ancaman 
pidana. 
Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar 
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, 
sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. 
Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik 
kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar 
negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, 
maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung 
pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
dan tindak pidana materil. 
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Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu 
dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan 
semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung 
pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya 
tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud 
perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada 
syarat timbulnya akibat larangan tersebut. 
c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu 
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Tindak pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang 
terlarang. 
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d) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
dan tindak pidana tidak dengan sengaja. 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan 
kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak 
sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung 
culpa. 
e) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
  Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan 
Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak 
yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. 
f) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan 
dalam KUHP adalah tindak pidana. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
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semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak 
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 
dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
g) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana 
dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan 
saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak 
pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya 
pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, 
sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya 
dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya 
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pengaduan oleh yang berhak mengsajukan pengaduan, yakni korban 
atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-
hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orsng yang berhak. 
i) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan  misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan 
terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan 
hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk 
kejahatan terhadap penguasa umu (Bab VIII), untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak 
pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), 
Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII), dan seterusnya. 
j) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu). 
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Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, 
ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nahkoda (pada 
kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
 
B. Penegakan Hukum Pidana 
Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan 
maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa 
tahap, yaitu: 
1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 
pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. 
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 
penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap 
kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif. 
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret 
oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan 
eksekutif atau administratif. 
Hartono (2010:17) mengemukakan bahwa: 
 
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut 
sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah 
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan 
dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan 
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berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di 
atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu 
perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap 
pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaanya 
secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah 
yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. 
 
 
Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu 
merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan 
oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang 
dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, 
setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan 
kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka 
penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, 
instansi pemerintah, dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini 
mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan 
yang melawan hukum pada umumnya. 
Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat 
perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum 
di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang 
peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan 
hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 
tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.  
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C. Teori-teori Pemidanaan 
1. Teori Pemidanaan 
Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat 
dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu: 
a. Teori absolut atau pembalasan (retributive/vergeldings theorieen); 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia 
peccatumest). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan 
itu sendiri.  Adapun tujuan utama (primair) dari pidana meneurut teori 
absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (tosatisfy the clams 
of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan 
adalah sekunder. 
Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dengan jelas 
dalam pendapat Immanuel Kant (Adami Chazawi, 2013 :157) sebagai 
berikut : 
Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 
sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si 
pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua 
hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan 
telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh 
anggota masyarakat sepakat untuk menghacurkan dirinya sendiri 
(membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih 
ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum 
resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. 
Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya 
menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas 
dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, 
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karena apabila tidak demikian mereka semua dapat  dipandang 
sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu 
yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitirian/doelthorieen) 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 
hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh 
karena itu menurut J.Andenaes, teori ini disebut  sebagai “teori 
perlindungan masyarakat” (the theory of social defense). Sedangkan 
menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (the 
redictive point of view)karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini 
ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para para 
penganutnya dapat disebut  golongan “reducers” (penganut teori reduktif). 
Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan 
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori 
inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar 
pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada 
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “qua peccatum est”(karena orang  
membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur”(supaya orang jangan 
melakukan kejahatan). 
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa 
dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general atau sering 
juga digunakan istilah special deterrence dan general deterence. Dengan 
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prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi 
pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 
tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini 
berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang 
lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini 
dikenal dengan sebutan reformation atau rehabilitation theory. 
Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 
masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin 
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota 
masyarakat pada umunya untuk tidak melakukan tindak pidana. 
 
c. Teori gabungan (verenigings teorieen); 
Di samping pembagian secara tradisionalteori-teori pemidanaan 
seperti dikemukakan di atas, ada teori ketiga yang disebut gabungan 
(verenigings theorieen). Teori gabungan mendasarkan pidana pada dasar 
pertahanan dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 
tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 
dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih 
berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
22 
 
Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada 
pembalasan  yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung 
oleh Pompe (Adami Chazawi 2013 : 162) yang mengatakan bahwa : 
 
Yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah 
pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan 
umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana 
yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila 
bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum  di dalam 
masyarakat. 
 
 
2. Tujuan Pemidanaan 
 Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu 
1. Pemidanaan bertujuan 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayom masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadii orang yang baik dan berguna 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkanoleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; dan 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia 
Tujuan pemidanaan yang dikemukakan  oleh  Hakristuti             
(Mahrus Ali,2011:193) sebagai berikut : 
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Tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih 
cenderung ke pandangan konsekuensialis, falsafah utilitarian 
memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu 
aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih 
dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan di dalamnya 
juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap 
pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana. 
 
 
 Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang 
dilematis,terutama dalam menetukan apakah pemidanaan ditujukan untuk 
melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan 
tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku 
yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika 
tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau 
tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai 
beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori 
pemidanaan. 
 Menurut Sudarto ( Mahrus Ali, 2011:195) 
Pada hakikatnya tujuan pemidanaan merupakan tujuan umum 
negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum 
adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 
suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut 
Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 
a. Untuk menakut-nakuti agar jangan sampai melakukan 
kejahatan orang banyak maupun menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian 
hari tidak melakukan kejahatan lagi. 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang 
yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat 
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni: 
 Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi 
anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. 
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 Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh 
tindak pidana. 
 
3. Jenis-jenis Pidana 
Jenis-jenis pidana (Hukuman) menurut KUHP : 
Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut: 
Pidana terdiri atas:  
a. Pidana Pokok 
1. Pidana Mati 
2. Pidana penjara 
3. Kurungan 
4. Denda  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim. 
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan 
hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana Mati 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal340 KUHP), pencuruan 
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dengan kekerasan (Pasal 365 ayat(4), pemberontakan yang diatur 
dalam Pasal 124 KUHP. 
2. Pidana Penjara  
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 
yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara 
lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai 
kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan 
terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena 
kelalaian.  
Leden Marpaung (2008:108)mengemukakanbahwa: 
 
Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum 
seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang 
berbunyi: 
1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 
adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun 
berturut-turut. 
3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 
untuk dua puluh tahun berturut-turutdalam hal yang 
pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, 
pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 
tertentu atau antar pidana penjara selama waktu 
tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun 
dapat dilampaui karena pembarengan (concursus), 
pengulangan(residive) atau Karena yang telah 
ditentukan dalam Pasal 52. 
4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun.  
 
3. Kurungan  
Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan 
antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan 
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kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-
hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana 
kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : 
1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun. 
2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu 
tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan 
karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan 
pada Pasal 52 dan 52 a. 
 
4. Denda  
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga 
diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai 
alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapay dikenakan pada 
hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang 
jumlah maksimim, tidak ada ketentuan.Mengenai hukuman denda 
diatur dalam Pasal 30 KUHP,yang berbunyi: 
1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima 
sen. 
2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar 
maka diganti dengan hukuman kurungan. 
3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 
4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, 
bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu 
hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah 
gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak 
cukup, gantinya setengah rupiah juga. 
5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu 
ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi 
kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a. 
6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan 
bulan.  
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Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik 
keluarga atau kenalan dapat melunasinya. 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi: 
1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam 
hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam 
undang-undang umum lainnya, ialah  
a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 
b) Masuk balai tentara; 
c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan 
karena undang-undang umum; 
d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau 
pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang 
bukan ankanya sendiri; 
e) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya 
sendiri; 
f) Melakukan pekerjaan tertentu. 
2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya 
apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain 
yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu. 
 
2. Perampasan Barang Tertentu. 
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka 
barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang 
milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau 
barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan 
kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi: 
1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan 
kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan 
kejahatan, boleh dirampas. 
2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan 
tidak dengan sengaja atau karena melakujkan pelanggran dapat 
juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
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3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atsa orang yang 
bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanyalah atas barang yang telah disita. 
 
3. Pengumuman Putusan Hakim. 
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman 
kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat 
umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan 
oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang 
semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan 
pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP). 
 
D. Tindak Pidana Pencurian 
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
 Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua 
KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam 
Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini 
ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan 
pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. 
Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut Salahuddin (2008:86): 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam 
poluh rupiah”. 
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Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia 
mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan 
atas 5 macam pencurian: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) 
Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang 
menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling 
banyak enam puluh rupiah”. 
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak 
pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut: 
1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
 Mengambil; 
 Suatu barang 
 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur: 
 Dengan maksud; 
 Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri; 
 Secara melawan hukum. 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara 
doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian 
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yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang 
dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, 
sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana 
yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang 
dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan 
cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat 
memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, 
maka unsur-unsur tindak pidana pencurian  dengan pemberatan adalah: 
1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP 
2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang 
meliputi; 
 Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP) 
 Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, 
atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, 
atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP); 
 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, uang dilakukan orang 
yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh 
yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP); 
31 
 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu 
(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan 
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan 
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
(Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). 
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur 
dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah 
dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya 
menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 
364 KUHP yang menyatakan: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila 
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling 
lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 
Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka 
unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah: 
 Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); 
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 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP); 
 Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau 
memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; 
 Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; 
 Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; 
dan 
 Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh 
lima rupiah. 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) 
Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim 
disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. 
Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahuli, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri 
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicurinya. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; 
 Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah 
rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan 
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umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
 Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
 Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan 
merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian seragam palsu; 
 Ke-4  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu 
hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3. 
e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 
KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik 
pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian 
dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri 
melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain)  pencurian terhadap 
harta benda istri atau suaminya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila 
suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak 
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terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, 
maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka 
mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam 
pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda 
isteri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik 
sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini 
tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan. 
 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 
Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak 
pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 
KUHP tersebut di atas terdiri dari unsur subyektif dan obyektif 
(Lamintang, 2011:194). 
a. Unsur subyektif 
“met hetoogmerk om het zich wederrehtelijk toe te eigenen” atau 
dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 
hukum; 
b. Unsur Obyektif 
1. Hij atau barang siapa; 
2. Wegnemen atau mengambil; 
3. Eeniggoed atau sesuatu benda; 
4. Dat geheel of gedeeltelijk aan ander toebehoort atau yang sebagian 
atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
 
Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah hij, yang lazim diterjemahkan 
ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata “barang siapa”. Kata hij tersebut 
menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan 
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tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginyaa sembilan ratus 
rupiah. 
Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah 
perbuatan “mengambil” sudah tersimpul pengertian sengaja maka undang-
undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” maka pertama 
terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke 
tempat lain. Perbuatan “mengambil” tidak cukup apabila si pelaku hanya 
memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu 
perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya.  
 
Mengenai pengertian unsur “mengambil” menurut Lamintang 
(2011: 205) bahwa : 
“Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk 
undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan 
tentang yang diamksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan 
menurut pengertian sehari-hari kata “mengambil” itu sendiri 
mempunyai lebih dari satu arti, yakni: 
 Mengambil dari tempat diamana suatu benda itu semula 
berada; 
 Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga 
dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul 
berbagai pendapat tentang kata “mengambil” tersebut. 
 
 Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan 
“mengambil” diantaranya adalah Simons (Lamintang, 2011:207), 
pengertiannya sebagai berikut: 
Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjada berada 
penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak 
berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, 
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pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut 
harus belum berada dalam penguasaannya. 
 
 
Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 
KUHP itu adalah merupakan suatu “tindak pidana formil” maka tindak 
pidana tersebut harus dianggap telah selesai dialakukan oleh pelakunya 
yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil” 
seperti yang dilarang untuk dilakukan orang dalam Pasal 362 KUHP. 
 Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam  
Pasal 362 KUHP itu ialah suatu benda atau eenig goed. Kata goed  
itu oleh para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai dalam 
rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga dalam rumusan-rumusan 
dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, 
pengrusakan.  
 
c. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
 Menurut Wirjono Projodikoro (Koeswaji, 1984:25) mengatakan 
bahwa: 
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363KUHP dan Pasal 365 
KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd 
diefsal).Wirjono Prodjodikoromenerjemahkan dengan “pencurian 
khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. 
Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh Solahuddin 
yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut 
sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu 
deperberat ancaman pidananya. 
 Kata “pencurian” dalam rumusan dengan kualifikasi seperti yang 
diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP tersebut mempunyai 
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artiyang sama dengan kata “pencurian” sebagai pencurian dalam bentuk 
pokok yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, dengan demikian antara 
pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-
unsur yang sama, yaitu: 
1. Unsur subjektif 
 Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 
hukum. 
2. Unsur obyektif 
a) Barang siapa 
b) Mengambil 
3. Sebuah benda 
4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
Menurut Moch. Anwar (1989:20) mengatakan bahwa: 
Pencurian dengan pemberatan, berpendapat sebagai berikut: 
Peremusan Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan pencurian yang 
gequqlificeerdatas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah karena hanya disebut 
nama kejahatannya saja yaitu pencurian, datambah unsur lain yang 
memberatkan. 
 
Lebih lanjut tentang pencurian dengan pemberatan Sudrajat Bassar 
(1986:68)mengemukakan bahwa:  
Pencurian ini termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu 
pencurian dengan cara-cara bersifat lebih berat dan diancam 
dengan hukuman maksimalnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 
hukuman penjara lima tahun. 
 
Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum (Lamintang, 1989:48) 
mengemukakan bahwa: 
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Kata “pencurian” di dalam rumusan Pasal 363 KUHP itu 
dipandang sudah cukup diartikan sebagai “pencurian dalam bentuk 
pokok”, maka untuk selanjutnya akan dibicarakan unsur-unsur 
selebihnya yang pada umumnya merupakan “unsur-unsur yang 
memberatkan”. Unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam 
doktrin juga sering disebut sebagai “strafverzwarevde 
omstandigheden” atau keadaan-keadaaan yang memberatkan 
pidana. Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana di dalam 
putusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan 
Pasal 365 KUHP disebut sebagai objectief verzwarende 
omstandigheden atau keadaan-keadaan yang memberatkan secara 
objektif, yang berlaku bagi setiap peserta dalam tindak pidana. 
 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu 
juga merupakan suatu “gequalificeerde diefstal” atau suatu pencurian 
dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-
unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 
365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah “suatu kejahatan” dan bukan “dua 
kejahatan” yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan 
pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu 
“samenloop” dari kejahatan dari kejahatan pencurian dengan kejahatan 
pemakaian kekerasan terhadap orang. 
Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang-orang, akan tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan 
pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri.  
Menurut Simons (Lamintang, 1989:52) berpendapat bahwa: 
Kekerasan itu tidaklah perlu merupakan sarana atau cara untuk 
melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut 
terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan 
dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 
365 ayat 1 KUHP, yaitu; 
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a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang 
akan dilakukan; 
b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu “o pheterdaad betrap” 
atau diketahui pada waktudilakukan, untuk memungkinkan 
dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan 
diri; 
c. Untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang telah mereka 
curi 
 
Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat(2) KUHP menurut Solahuddin 
(2008:87) adalah sebagai berikut: 
 Pencurian yang dirumuskan adalah Pasal 365 ayat (1) KUHP 
dengan disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu: 
 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup dimana berdiri sebuah rumah; 
 Di jalan umum; 
 Di jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
 Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih; 
 Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara 
membongkar, memanjat anak kunci palsu, perintah palsu, 
pakaian jabatan palsu. 
 
Mengenai apa yang dimaksud dengan jalan umum sebagai salah 
satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) sub 1 KUHP menurut R. 
Soesilo (1986:72)adalah sebagai berikut:  
Jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun 
partikelir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh 
berjualan di situ). Dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP disebutkan 
apabila perbuatan pencurian ini menimbulkan matinya orang. 
Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul 
karena penggunaan kekerasan dan kematian di sini bukan 
dimaksudkan oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud 
(diniafi) oleh si pembuat maka ia dikenakan Pasal 339 KUHP. 
Alasan memberatkan hukuman terhadap pencurian di jalan umum, 
dikereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum seperti 
termuat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah karena pada 
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tempat-tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari 
orang lain. 
 
 Dengan melihat pengertian dari unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut merupakan 
pembatasan antara delik harta benda (vermogens delict) dan delik terhadap 
nyawa (levens delict). Lebih-lebih apabila kejahatan tersebut 
mengakibatkan matinya seseorang yang menurut KUHP Indonesia 
diancam dengan hukuman mati, sedangkan WvS Nederland hanya 
ancaman penjara selama-lamanya 15 tahun. 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 
Dalam  ketentuan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 dijelaskan bahwa :  
1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
2. Mahkamah  Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang 
berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. 
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya 
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada 
di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki 
keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-
undang. 
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
42 
 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi(Pasal 18 UU 
N0.48/2009). 
Didalam KUHP, putusan adalah penyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur di dalam undang-undang 
(Pasal 1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan Pasal 195 KUHAP syarat syahnya suatu 
putusan adalah apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hal ini 
dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya 
dan juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan KUHAP atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan 
pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Putusan pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu 
pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan (prinsip minimum pembuktian) bahwa terdakwa bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Apabila pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka 
pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP). Berdasarkan 
Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang kesalahan terdakwa telah terbukti 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan 
kepada hakim maka terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
Pembentuk undang-undang dalam beberapa rumusan tindak pidana 
merumuskan alasan penghapusan pidana, yaitu keadaan khusus yang 
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maksudnya (yang harus dikemukakan “tetapi tidak harus dibuktikan”) oleh 
terdakwa dan apabila terpenuhi, menyebabkan meskipun terhadap semua 
unsur tertulis dari rumus tindak pidana telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan 
pidana. 
Selain itu pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah 
alasan penghapus pidana umum dalam buku 1 KUHP WvS Indonesia, dan 
disamping itu melalui Pasal 103 KUHP WvS juga meliputi semua tindak 
pidana diluar KUHP, kecuali apabila dalam undang-undang dalam arti formal 
terdapat aturang yang menyimpang. 
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar 
bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/ pidana kepada para pelaku 
atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu 
tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. 
Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama yang 
ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang 
pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, 
tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang 
untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan 
dalam alasan penghapusan pidana. 
Alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang 
memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah 
memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya 
dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus 
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pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan 
hukumnya perbuatan hapus kesalahan atau kesalahn pembuat hapus. Karena 
adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan 
yang memaafkan pembuat. 
Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari jaksa tetap ada, tidak 
hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan 
kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk 
mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal 
adanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena hakimlah yang menentukan 
apakah alasan penghapusan pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka 
pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapusan 
penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk 
mengajukan/ menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. 
Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku 
atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (hakim tidak perlu 
memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau 
putusan lepas, pokok perkarany asudah diperiksa oleh hakim, maka putusan 
itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang 
ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP 
sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang penjelasan penghapus 
pidana tersebut. Perngertian hanya dapat ditelusuri melalui sejarah 
pembentukan KUHP (WvS Belanda). 
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Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam beberapa 
literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar 
dan pemaaf serta perbedaanya. Sebaliknya apabila tidak dipidananya 
seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan tindak 
pidan disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya 
disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu 
disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan 
alasan-alasan pemaaf. 
Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan 
pidana bagi pelaku/ pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan 
untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/ tingkah laku (sebagai 
subjeknya). Dalam hal ini alasan penghapus pidana itu dapat dibedakn antar, 
tidak dapat dipidananya pelaku/ pembuat dengan tidak dapat dipidananya 
perbuatan/ tindakan. 
Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang 
sangat penting sahetapi dan Pohan (2007: 57) yaitu : 
a. Asas susidiaritas 
Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan 
hukum. Kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Kewajiban 
hukum dan kewajiban hukum. 
b. Asas proporsional 
Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau 
kewajiban yang dilakukan. 
c. Asas “Culpa in Causa” 
Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejal semula 
mengambil resiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana. 
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Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang adalah 
sebagai berikut : 
1. Tidak mampu bertanggung jawab. 
2. Daya paksa dan keadaan darurat. 
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. 
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan. 
5. Menjalankan perintah jabatan. 
 
Dalam praktik peradilan dan ilmu pengetahuan (doktrin) terdapat 
alasan penghapusan pidana umum diluar undang-undang yaitu sebagai 
berikut: 
a. Izin 
b. Tidak ada sama sekali sifat tercela 
c. Tidak ada sifat melawan hukum materil. 
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia alasan 
peniadaan pidana diatur dalam Buku I ketentuan umu, yang mengatur 
mengenai: 
1. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat atau terganggu 
karena penyakit (Pasal 44) 
2. Daya paksa (Pasal 48) 
3. Pembelaan paksa (Pasal 49) 
4. Melaksanakan ketentuanUndang-Undang (Pasal 50) 
5. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51) 
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6. Percobaan kejahatan dipidana (Pasal 53) 
7. Percobaan terhadap pelanggaran terhadap tindak pidana (Pasal 54) 
8. Membantu melakukan kejahatan dipidana (Pasal 56) 
9. Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60) 
 
Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana 
dibedakan menjadi tiga yaitu: 
a. Alasan Pembenaran 
 Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 
sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang 
patut dan benar. Tertera dalam Pasal 49 (1), 50, 51 (1). 
 Jenis-jenis alasan pembenar 
Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang 
terdapat dalam KUHP adalah: 
1) Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP; 
Seseorang dikatakan berbeda dalam keadaan darurat 
Sahetapy dan Pohan (2007: 60) “apabila seseorang 
dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih untuk 
melakukan delik atau merusak kepentingan yang besar”. 
Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana 
terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut 
yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan 
darurat, yaitu pembenturan antara kedua kepentingan 
hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu 
perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, 
namun pada saat yang sama melanggar kepentingan 
hukum yang lain, begitu pula sebaliknya. Pembenturan 
antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam 
hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus 
melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan 
kewajiban hukum pembenturan antar kewajiban hukum 
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dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus 
melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat 
yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang 
lain begitu pula sebaliknya. 
Dalam keadaan darurat tersebut diatas, tindak 
pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika : 
 Tidak ada jalan lain 
 Kepentingan yang dilindungi secara objektif 
bernilai lebih tinggi daripada kepentingan 
yang dikorbankan. 
2) Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP 
Menurut Pasal 49 ayat 1 disyaratkan hal-hal yang 
bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu: 
 Ada serangan mendadak atau seketika itu 
terhadap raga, kehormatan, kesusilaan, atau 
harta benda. 
 Serangan itu bersifat melawan hukum. 
 Pembelaan merupakan keharusan. 
 Cara pembelaan adalah patut. 
3) Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam 
Pasal 50 KUHP. 
Dalam hal ini terdapat hal dimana ada perbenturan 
antara kewajiban hukum daba kewajiban hukum lainnya, 
artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, 
seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. 
4) Melaksanakan perintah jabatan yang sah, diatur dalam 
Pasal 51 KUHP. 
Dalam Pasal 51 ayat 1, juga harus disimpulkan 
bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah 
jabatan (ambtelijk bevel) tidak bersifat melawan 
hukumnya ditiadakan. 
 
b. Alasan Pemaaf 
Adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap 
melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak 
dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam Pasal 49 (20, 51 (2). 
 Jenis-jenis alasan pemaaf. 
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Alasan penghapus pidana termasuk alasan pemaaf yang tedapat dalam 
KUHP adalah : 
1. Tidak mampu bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 
KUHP. 
Dalam Pasal 44 KUHP membedakan 
pertanggungjawaban dalam 2 kategori yaitu cacat dalam 
pertumbuhan dang gangguan penyakit kejiwaan. 
Yang dimaksud gangguang adalah gangguan sejak lahir 
atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun kemudian 
hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau 
gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak 
pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan 
antar gangguan jiwanya dengan perbuatannya. 
2. Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP. 
Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP Sahetapy 
dan Pohan (2007: 61), daya paksa adalah “setiap daya, 
setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapa 
dilawan”. 
Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-
keadaan yang eksepsional yang secara mendadak 
menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, 
melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk 
mencapai tujuan yang adil. 
 Hal memaksa (overmacht) 
Pasal 48: 
“tidaklah dihukum seorang yang melakukan 
perbuatan, yang didorong hal memaksa”. 
 Jadi apabila seseorang yang melakukan 
tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia 
tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik 
(vis absoluta) dan ada yang bersifat psikis (vis 
comvulsifa). Yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP 
paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. Vis 
comvulsifa terbagi menjadi dua macam: 
 Daya paksa dalam arti sempit (overmarcht in 
enge zin) keadaan darurat (noodtoestand) antara 
lain : orang terjepit antara dua kepentingan, 
orang terjepit antara kewajiban. 
 Ada konflik antara dua kewajiban. 
 
 Keperluan membela diri (noodweer) 
Pasal 49 ayat 1: 
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“Tidaklah seorang yang melakukan suatu perbuatan, 
yang diharuskan (geboden) untuk keperluan mutlak 
membela badan (lift), kesusilaan (eerbarheid), atau 
barang-barang (goed) dari dirinya sendiri atau orang 
lain, terhadap suatu serangan yang bersifat 
melanggar hukum dan yang dihadapi seketika itu 
atau dikhawatirkan akan segera menimpa.” 
Terpaksa dalam melakukan pembelaan ada tiga 
pengertiaan : 
 Harus ada serangan atau anacaman serangan. 
 Harus ada jalan lain untuk menghalaukan 
serangan atau ancaman serangan pada saat itu 
dana harus masuk akal. 
 Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan 
sifatnya serangan. 
 Adapun kepentingan-kepentingan yang 
dapat dilakukan pembelaan adalah : 
 Diri/ badan 
 Kehormatan dan kesusilaan 
 Harta benda orang 
 Melampaui batas membela diri 
Pasal 49 ayat 2 KUHP: 
“Tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan 
batas keperluan membela diri apabila ini akibat 
langsung dari gerak perasaan, yang disebabkan oleh 
serangan lawan”. 
 
Pelampauan ini terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan 
pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tidak ada imbangan 
antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan 
yang diserang kembali. 
Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana 
apabila hakim menerima aksesnya yaitu “langsung disebabkan oleh 
goncangan jiwa yang hebat”. Hal ini sangat berhubungan dengan 
perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa. 
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Pasal 50 KUHP: 
 “Tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu 
peraturan hukum perundang-undangan. Maka 
sebetulnya Pasal 50 ini tidak perlu. Kenapa Pasal ini 
tetap dicantumkan dalam KUHP, karena untuk 
menghilangkan keragu-raguan. Contoh : seorang 
polisi tidak melakukan tindak-tindak Pasal 333 
KUHP, yaitu merampas kemerdekaan orang lain, 
apabila dalam menyelidiki suatu perkara pidana 
menangkap seorang tersangka.” 
 
 Perintah jabatan (ambtelijk bevel) 
Pasal 51 ayat 1 KUHP: 
 Tidak dikenakan hukuman pidana seseorang 
yang melakukan suatu perbuatan untuk 
melaksanakan suatu perintah, diberikan oleh 
seseorang alasan yang berwenang untuk 
memberikan perintah itu. 
 
Pasal 51 ayat 2 KUHP : 
Tidak dikenakan hukuman pidana juga dalam hal 
ada perintah, dikeluarkan oleh seorang pengusaha 
yang tidak berwenang untuk itu, namun sipelaku 
harus mengira secara jujur (de goedor trouw) bahwa 
perintah itu sah dan beres. Perbuatan yang 
dilakukan seorang bawahan ini harus dalam 
lingkungan pekerjaan jabatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian  
Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada 
penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan 
Negeri Makassar.  
 
B.  Jenis dan Sumber Data  
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri 
atas 2 (dua) jenis data, yakni:  
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
 melalui wawancara di Pengadilan Negeri Makassar.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar 
 mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  
 
C.  Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data 
langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
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Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan 
penelitian penulis.  
 
D.  Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik 
suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Penelitian mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makaasar, penelitian 
dimaksud dilakukan terhadap Putusan Perkara Nomor 
1153/Pid.B/2012/PN.Mks, hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Duduk Perkara 
Terdakwa MUH HIDAYAT BIN HAERUDDIN, Tempat lahir 
Makassar, Umur 21 Tahun / 02 Oktober 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama 
Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. 
Satangnga Lorong 128 No.2 Kota Makassar. 
Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Makassar 
sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d sekarang; 
Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya sidang 
sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa juga menyatakan bahwa ia 
akan menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum. 
Dakwaannya tertanggal Rabu 05 September 2012, No.REG, PERK: 
PDM-587/Mks/Ep/07/2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. 
Selanjutnya Hakim tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah 
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benar-benar mengerti tentang dakwaan yang didakwakan kepadanya, yang 
dijawab oleh Terdakwa bahwa ia sudah mengerti tentang isi dari dakwaan 
tersebut. 
Bahwa Terdakwa Muh.Hidayat Bin Haeruddin Als Dayat bersama Lk. 
Alfian Als Fian (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 
05.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 
2012, bertempat di jalan Jend. Sudirman tepatnya depan Hotel Horison 
Makassar atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang 
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, 
disertai, atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau 
dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada 
malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa 
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
Berawal ketika saksi korban Ardali berboncengan dengan Lk. Taufiq 
melintasi Jl. Jenderal Sudirman tepatnya didepan Hotel Harison tiba-tiba 
terdakwa bersama dengan teman Terdakwa berboncangan datang dari arah 
samping kanan langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang sementara 
dipangku Lk. Taufiq berusaha mempertahankan tas milik saksi korban 
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sehingga terdakwa marah dan mencabut 1 buah keris yang diselipkan 
terdakwa pada bagian pinggang sebelah kanan terdakwa dan terdakwa 
mengancam dengan menggunakan sebilah keris tersebut. Selanjutnya 
terdakwa berhasil membawa kabur tas merk guess yang berisikan 1 tas kecil 
tempat mike up dan 1 buah Hpmerk IVIO milik saksi korban. Dimana saksi 
korban bersama dengan Lk. Taufiq sempat mengajar terdakwa dan Lk. Alfian 
yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan Lk. Alvian melarikan diri. Bahwa 
akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 
2.000.000 (dua juta rupiah). Perbuatan para terdakwa segaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan perkara tersebut di atas, maka terdakwa diajukan ke 
persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 K.U.H.Pidana, yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
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memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri; 
f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang 
sedang berjalan; 
g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
 
3. Keterangan Saksi dan Barang Bukti 
a. Keterangan saksi 
Di dalam persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
berupa 3 (tiga) orang saksi yang kesemuannya telah didengar 
keterangannya di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah; 
1) Saksi : ARDALIA Binti BABUNI DG.TARRU, Umur 29 Tahun, 
Tempat tanggal lahir Makassar pada Tanggal 13 Mei 1983, suku 
Makassar, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat 
BTN Kumala Sari pintu II Blok AC20 No. 8 Makassar. 
Menerangkan: 
a) Pada saat diperiksa saksi korbanberada dalam keadaan yang sehat 
jasmani maupun rohani dan saksi korban bersedia memberikan 
keterangan dengan sebenar-benarnya. 
b) Saksi Korban menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan 
didengar keterangannya sehubungan dengan masalah barang milik 
Saksi Korban telah diambil oleh orang lain dengan menggunakan 
kekerasan. 
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c) Saksi Korban menerangkan bahwa saksi korban di jambret pada 
hari Kamis Tanggal 31 Mei 2012 sekitar Jam 23.00 Wita, 
bertempat dijalan Jendral Sudirman (depan Hotel Horison) 
Makassar. 
d) Saksi Korban menjelaskan bahwa awalnya korban tidak mengenali 
pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret 
terhadap barang milik saksi korban, dan karena saksi korban 
sempat mengejar pelaku hingga pelaku terjatuh dan salah satu dari 
pelaku tertangkap oleh petugas Kepolisian saya baru ketahui kalau 
pelaku tersebut bernama Lk. MUHAMMAD HIDAYAT Bin 
HAERUDDIN Alias DAYAT yang dibonceng oleh temannya yang 
bernama Lk. ALFIAN Alias FIAN yang berhasil kabur, mereka 
berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 
Sporty warna hitam dengan No.Pol DD 4756 AN. 
e) Saksi Korban menjelaskan bahwa barang milik saksi korban yang 
telah dicuri dengan menggunakan kekerasan/jambret adalah 1 
(satu) buah tas kulir merek Guess warna putih yang berisi 1 (satu) 
tas alat make up warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merek 
IVIO warna cokelat. 
f) Saksi Korban menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis 
Tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban 
pulang kerja dan membonceng temannya yaitu Lk. MUH. TAUFIQ 
melintas dijalan Jenderal Sudirman (depan Hotel Horison) 
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Makassar, tiba-tiba pelaku dari arah samping kanan berboncengan 
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio langsung 
menarik secara paksa terhadap tas milik saksi korban yang 
sementara dipangku oleh temannya, lalu saksi korban bergantian 
posisi dengan temannya yaitu Lk. MUH.TAUFIQ yang 
membonceng korban dan berusaha mengejar pelaku sampai di 
Jalan Sultan Hasanuddin (depan Swalayan Gelael) Makassar 
pelaku terjatuh, lalu kedua tersangka berusaha melarikan diri 
dengan meninggalkan motornya dan tas milik korban, akan tetapi 
salah satu dari tersangka yaitu Lk. MUHAMMAD HIDAYAT 
Alias DAYAT berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari 
Polsek Ujung Pandang dan membawa Pelaku ke kantor Polsek 
Ujung Pandang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
g) Saksi Korban menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi korban 
hanya berdua dengan temannya yang bernama Lk. MUHAMMAD 
TAUFIQ 
h) Saksi korban menjelaskan bahwa kerugian saksi korban sekitar Rp 
2.000.000 (dua juta rupiah) 
i) Diperlihatkan seorang Laki-laki yang bernama Lk. MUHAMMAD 
HIDAYAT Bin HAERUDDIN Alias DAYAT Saksi korban 
menjelaskan bahwa lelaki tersebutlah yang menjambret tas milik 
korban yang dibonceng oleh temannya yang berhasil kabur. 
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j) Diperlihatkan kepada saksi korban 1 buah tas kulit merek Guess 
warna putih yang berisi 1 tas alat make up warna kuning, 1 buah 
Handphone merek IVIO warna cokelat, sepeda motor Yamaha Mio 
Sporty warna hitam dengan No.Pol DD 4756 AN, dan sebilah alat 
penusuk berbentuk keris tanpa sarung, saksi korban menjelaskan 
kalau saksi korban mengenalinya, karena 1 buah tas kulit merek 
Guess warna putih yang berisi 1 tas alat make up warna kuning. 1 
buah Handphone merek IVIO  warna cokelat adalah milik saksi 
korban yang dijambret oleh pelaku sedangkan motor dan senjata 
tajam berbentuk keris yang tersangka gunakan menjambret tas 
milik saksi korban. 
k) Saksi korban menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan 
yang perlu saksi tambahan. 
l) Saksi korban menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan 
adalah yang sebenar-benarnya dan dapat saksi korban pertanggung 
jawabkan secara hukum. 
2) Saksi: MUH. TAUFIQ, Umur 22 Tahun, Lahir di Tonasa 16 Juli 1989, 
Suku Bugis, Bangsa Indonesia, Pendidikan S1, Agama Islam, 
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BTN Pondok Asri Blok F3 
No.20 Makassar. 
a) Pada saat diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani 
maupun rohanidan sanksi bersedia memberikan keterangan dengan 
sebenar-benarnya. 
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b) Saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa dan didengar 
keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan 
kekerasan/jambret atas barang milik teman saksi yang bernama 
Pr.ARDALIA yang biasa dipanggil ALFA. 
c) Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 31 Mei 2012, sekitar jam 23.00 Wita, di jalan Jenderal 
Sudirman (depan Hotel Horison) Makassar. 
d) Saksi menjelaskan bahwa barang milik teman saksi yang dirampas 
adalah satu buah tas kulit merek Guess warna putih yang berisi 
satu tas alat make up kuning, satu buah Handphone merek IVIO 
warna cokelat. 
e) Saksi menjelaskan bahwa saksi awalnya saksi tidak mengenali 
pelaku tersebut nanti setelah kedua pelaku tersebut terjatuh dan 
salah satu dari pelaku berhasil tertangkap oleh anggotaLk. 
MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT. 
f) Saksi menjelaskan bahwa pelakunya adalah 2 orang yang 
berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 
Sporty warna hitam DD 4756 AN.  
g) Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 
2012 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dibonceng oleh saksi korban 
yaitu Pr.ARDALIA melintas di jalan Jenderal Sudirman Makassar, 
tiba-tiba pelaku dari samping kanan yang berboncengan dengan 
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menggunakan sepeda motor Yamaha Mio langsung menarik secara 
paksa terhadap  tas milik saksi korban. 
h) Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hanya 
berdua dengan Pr.ARDALIA, namun saat mengejar pelaku hingga 
kejalan Bau Massepe tepatnya disamping Swalayan Glael 
Makassar, sudah banyak massa atau warga sekitar yang ikut serta 
mengejar kedua pelaku yang memegang senjata tajam. 
i) Saksi menjelaskan bahwa kerugian yamg dialami korban 
jumlahnya sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) 
j) Saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang 
perlu saksi tambahkan 
k) Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan 
adalah yang sebenar-benarnya dan dapat saksi pertanggung-
jawabkan. 
3) Saksi: YERMIAS PALALLUNG, Umur 41 Tahun, Lahir di Maros 13 
Oktober 1970, Suku Toraja, Bangsa Indonesia, Pendidikan S1, Agama 
Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan DR.Ratulangi 
No.108 AB Makassar. 
a) Pada saat diperiksa saksi berada dalam keadaan yang sehat jasmani 
maupunrohani dan saksi memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya. 
b) Saksi  menjelaskan  bahwa  mengerti  diperiksa  seperti  sekarang 
ini   sehubungan   dengan   telah   terjadinya   pencurian   dengan  
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kekerasan/jambret atas barang milik orang lain. 
c) Saksi menjelaskan bahwa benar pencurian terjadi pada hari Kamis 
tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.00 bertempat dijalan Jenderal 
Sudirman (depan hotel horison Makassar). 
d) Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban. 
Dan terdakwa sempat dikejar ileh saksi korban yang 
mengakibatkan terdakwa bersama dengan Lk.ALFIAN terjatuh. 
Selanjutnya Lk.ALVIAN melarikan diri. 
e) Bahwa benar terdakwa sempat membawa senjata tajam jenis badik. 
f) Bahwa benar barang milik saksi yang berhasil terdakwa ambil 
yaitu berupa 1 buah tas kulit merk Guess warna putih yang 
berisikan 1 tas makeup, 1 buah HP merk IVIO warna cokelat. 
g)  Saksi menjelaskan bahwa kerugian yamg dialami korban 
jumlahnya sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). 
h) Saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang 
perlu saksi tambahkan. 
i) Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan 
adalah yang sebenar-benarnya dan dapat saksi pertanggung-
jawabkan. 
b. Barang bukti 
Di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang 
bukti berupa: 
 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio. 
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 1 (satu) alat penikam berbentuk keris. 
 1 (satu) tas kulit warna putih merk guess yang berisi yaitu 1 buah 
Handphone merk IVIO, dan 1 buah tas make up. 
Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu 
dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah 
memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi 
oleh bersangkutan telah membenarkannya. 
 
4. Keterangan Terdakwa 
Dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Muh. 
Hidayat Bin Haeruddin Als Dayat yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
 Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 
Mei 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dijalan Sudirman (depan 
hotel horison) Makassar. 
 Bahwa benar terdakwa berboncengan dengan Lk. Alfian mengikuti 
saksi korban. 
 Bahwa benar terdakwa yang mengambil tas milik saksi korban dari 
pegangan saksi Muh. Taufiq 
 Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban. Dan 
terdakwa sempat dikejar oleh saksi korban yang mengakibatkan 
terdakwa bersama Lk. Alfian terjatuh. Selanjutnya Lk. Alvian 
melarikan diri. 
 Bakwa benar terdakwa sempat membawa senjata tajam sejenis badik. 
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 Bahwa benar barang milik saksi yang berhasil terdakwa ambil yaitu 
berupa 1 buah tas kulit merk Guess warna putih yang berisikan 1 tas 
make up, 1 buah HP merk IVIO warna cokelat. 
 
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Penuntut umum dalam tuntutan pidananya, pada pokoknya 
memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
menjatuhkan sebagai berikut: 
 Menyatakan terdakwa: MUH.HIDAYAT BIN HAERUDDIN terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
pidana selama: 6 (enam) bulan. 
 Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha mio. 
- 1 (satu) tas kulit warna putih merk GUESS yang berisi yaitu 1 
(satu) buah handphone merk IVIO dan 1 (satu) buah tas make up 
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ardalia.  
- 1 (satu) bilah senjata tajam dirampas untuk dimusnahkan. 
 Membebankan terdakwa untuk membayar baiya perkara sebesar Rp 
1.000,00 (seribu rupiah). 
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B. PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 
1153/Pid.B/2012/PN.Mks, tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan, ditambah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan 
dengan objek penelitian, maka dari hasil penelitian dimaksud dapat disusun 
suatu pembahasan sebagai berikut. 
1. Penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 san ke-2 
K.U.H.Pidana dalam putusan perkara 1153/Pid.B/2012/PN.Mks 
Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar  Pasal 
365 ayat (2) ke-1 san ke-2 K.U.H.Pidana. Adapun rumusan Pasal 365 ayat 
(2) ke-1 dan ke-2 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut: 
Ayat (2): diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
Dikemukakan oleh A.Karim Nasution ( Hamzah, 1987:17) 
memberikan pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut: 
 “Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan 
dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat 
disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 
merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan”. 
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Terkait dengan masalah surat dakwaan, dalam perkara ini Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dengan 
dakwaan tunggal adalah surat dakwaan disusun secara tunggal jika 
seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu 
perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat 
dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat 
dakwaan lainnya, karena Penuntut Umum hanya memfokuskan pada 
sebuah permasalahan saja. 
Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal  Pasal 365 ayat (2) 
ke-1 san ke-2 K.U.H.Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri; 
f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau  
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trem yang sedang berjalan; 
g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
Ad.a. Unsur Barang Siapa 
Unsur barang siapa menurut Undang-undang Hukum Pidana 
menunjukkan pada suatu subjek tindak pidana, yang berarti siapa saja 
baik laki-laki perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani, rohani, dapat 
berlaku sebagai pelaku tindak pidana. 
Menurut pandanga dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah manusia. Hal 
ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, 
yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana 
itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang dimuat dalam Pasal 
KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 
Di dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan seorang terdakwa bernama Muh.Hidayat bin 
Haeruddin (yang identitas lengkapnya seperti dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum). Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapt fakta bahwa tidak 
ada kekeliruan orang (error in personal) yang disangka telah 
melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Muh.Hidayat bin 
Haeruddin, dan atas perntayaan Hakim yang telah menerangkan bahwa 
ia adalah orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. 
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Jadi apabila dihubungkan unsur barang siapa dengan Putusan 
Perkara No.1153/Pid.B/2012/PN.Mks, maka unsur “barang siapa” 
dalam hal ini adalah Muh.Hidayat bin Haeruddin, yang telah diperiksa 
dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan 
yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 
barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa. 
Ad.b.Unsur Mengambil Suatu Barang 
Yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah 
memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke 
dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” 
pada umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud, yang 
mempunyai nilai ekonomis.  
Kaitanya dengan unsur mengambil (Anwar, 1986:17) 
mengemukakan pendapatnya tentang “mengambil” dari tindak pidana 
pencurian sebagai berikut: 
“Unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. “mengambil” pada 
mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula 
ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah 
kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, 
sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari 
kekuasaan pemilik”. 
 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa berawal ketika 
saksi korban Ardali berboncengan dengan Lk.Taufiq melintas di Jalan 
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Jendral Sudirman tepatnya didepan Hotel Horisan tiba-tiba terdakwa 
bersama dengan dengan teman terdakwa berboncenga datang dari arah 
samping kanan langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang 
sementara dipangku oleh Lk.Taufiq. Lk.Taufiq berusaha 
mempertahankan tas milik saksi korban sehingga terdakwa marah dan 
mencabut 1 buah keris yang diselipkan terdakwa pada bagian pinggang 
sebelah kanan terdakwa dan terdakwa mengancam dengan 
menggunakan sebilah keris tersebut. 
Selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur tas merk Guess 
yang berisikan 1 tas kecil tempat make up dan 1 buah HP merk IVIO 
milik saksi korban. Dimana saksi korban bersama Lk.Taufiq sempat 
mengejar terdakwa dan Lk.Alvian yang menyebabkan terdakwa 
terjatuh dan Lk.Alvian melarikan diri. 
Dari definisi di atas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa Muh.Hidayat bin Haeruddin telah 
memindahkan barang yang bukan miliknya ketempat lain untuk 
dimiliki sendiri, barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan 
demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi. 
Ad.c. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang 
Lain. 
Mengenai benda-benda” kepunyaan orang lain”, Simons 
(Lamintang, 1989:22) berpendapat bahwa: 
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Orang lain tersebut  harus diketahui secara pasti, melainkan 
cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang 
diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. 
 
Tentang pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain (Anwar, 1986:18) mengemukakan pendapatnya 
sebagai berikut: 
“Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. 
Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang 
menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang 
ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat 
dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan 
sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan 
demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang 
mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. 
Barang tidfak perlu kepunyaan orang lain pada 
keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian 
lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada 
pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu 
barang-barang dalam keadaan res nellius dan res derelictae. 
 
Untuk membuktikan adanya unsur barang yang diambil atau 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam kasus ini, Hakim 
mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, 
dipersidangan didapat fakta sebagai berikut: bahwa barang-barang 
berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, 1 (satu) alat 
penikam berbentuk keris, 1 (satu) tas kulit warna putih merk Guess 
yang berisi yaitu 1 buah HP merk Ivio dan 1 buah tas make up yang 
dijadikan bukti dalam persidangan sepenuhnya bukan milik terdakwa, 
melainkan milik saksi korban, dan pada saat mengambil barang 
tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya. 
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Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang yang diambilnya 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Maka unsur ketiga ini telah 
terpenuhi. 
A.d.d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan 
Hak 
Dikemukakan oleh (Anwar, 1986: 34) bahwa, 
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan 
atas barang tersebut, melakukan tindak atas barang itu seakan-
akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud 
memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai 
jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada 
orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan 
sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang 
dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan 
pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu belum sempat 
dipergunakan, misalnya sudag tertangkap dulu, karena 
kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya 
mengambil barang. 
 
Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya adalah 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, 
dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum, istilah ini 
terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk 
memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum disini 
diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau 
kekuasaan sendiridari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang 
diambilnya adalah milik orang lain. 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disebutkan 
sebagai berikut:  Bahwa terdakwa telah ada niat untuk mengambil 
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barang milik saksi korban yakni 1 buah tas kulit merk Guess warna 
putih yang berisikan 1 tas make up, 1 buah HP merk IVIO warna 
cokelat untuk dimiliki terdakwa dan keinginannya telah timbul 
padanya tanpa ada paksaan orang lain sedangkan terdakwa telah 
mengetahui akibat dari perbuatannya.  
Ad.e. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan 
Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan 
Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian 
Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan 
Melarikan Diri Sendir Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap 
Menguasai Barang Yang Dicuri. 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan 
saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa ketika saksi korban 
berboncengan dengan saksi Taufiq tiba-tiba datang dari arah samping 
kiri saksi korban terdakwa datang berboncengan dengan LK.Alfian 
dimana terdakwa langsung menarik antara saksi Taufiq dengan 
terdakwa, tetapi para terdakwa berhasil membawa kabur milik saksi 
korban. 
Ad.f. Unsur Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau 
Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum Atau 
Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan. 
Berdasarkan fakta persidangan didukung oleh keterangan 
saksi dan pengakuan para terdakwa melakukan aksinya dijalan umum 
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dimana ketika saksi korban berboncengan dengan saksi Muh.Taufiq 
dijalan Jendral Sudirman tepatnya depan Hotel Horison. 
Ad.g. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara 
Bersama-sama 
Menurut (Prodjodikoro, 1989:23) 
 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang 
bekerja sama  dalam melakukan tindak pidana pencurian, 
seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-
barang dengan kehendak bersama.  
 
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan 
berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, 
terdakwa mengambil 1 buah tas kulit merk Guess warna putih yang 
berisikan 1 tas make up, 1 buah HP merk IVIO warna cokelat milik 
saksi korban dilakukan bersama Lk.Alvian (DPO). Dimana terdakwa 
bertugas mengambil tas dari tangan saksi Taufiq sedangkan Lk.Alvian 
bertugas yang membonceng. 
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa Dalam Putusan Perkara Nomor: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks 
Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat 
dengan masalah menjatuhan sanksi pidana yang diancamkan terhadap 
tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai 
pemidanaan. Berkaitan dengan masalah pemidanaan , menurut (Sudarto, 
1989:79): 
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Ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan 
pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto 
menganjurkan kepada hakim agar “pertama-tama harus dipahami 
benar oleh hakim” apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan 
pidana”. Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu 
harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. 
 
Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim mempertimbangkan 
tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 
merumuskan sebagai berikut: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suati tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan 
hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan 
pidana pada putusan perkara No: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks, adalah: 
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP 
b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana 
terhadap terdakwa pada putusan perkara No: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks, 
yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memeberatkan ini, sebagai 
berikut: 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP merumuskan ada 5 (lima) alat bukti 
yang sah menurut Undang-undang yaitu: 
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a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan pidana 
terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah, menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dirumuskan “bahwa yang 
dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara No. 
1153/Pid.B/PN.Mks, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut 
Umum guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi-saksi 
dimaksud adalah 
a. Saksi korban Ardalia Binti Babuni Dg.Tarru 
b. Saksi Muh.Taufiq 
c. Saksi Yermias Palallung 
Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah 
membenarkannya. Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah diajukannya barang bukti oleh Jaksa 
Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
dalam perkara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa: 
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a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio 
b. 1 (satu) alat penikam berbentuk keris 
c. 1 (satu) tas kulit warna putih merk Guess yang berisi yaitu 1 buah HP 
merk IVIO dan 1 buah tas make up 
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dirumuskan tentang 
pengertian keterangan terdakwa, yaitu: “keterangan terdakwa ialah apa 
yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan kasus 
yang penulis teliti yaitu putusan perkara No. 1153/Pid.B/PN.Mks, dapat 
dikemukakan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan 
dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam perkara ini adalah 
Muh.Hidayat Bin Haeruddin. 
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal 
pemeriksaan keterangan saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan 
terdakwa, maka pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  dengan demikian dapat 
mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah 
dan menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam 
keadaan memberatkan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila terdakwa 
dijatuhi pidana. 
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Menurut (Sudarto, 1990:48): 
Dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan 
perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, artinya 
perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau 
ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam 
Undang-undang dan perbuatan harus masuk dalam delik itu. 
 
Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk 
memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan 
(manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini 
adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting sebagai 
prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di 
dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa 
yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa memenuhi 
ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. 
Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab. 
Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis 
sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya 
pemidanaan, baik dilihat  dari unsur sudut umum maupun orangnya, 
bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu 
apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menetukan kehendak sesuai 
dengan kesadaran tersebut. 
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Dalam putusan perkara No: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks, majelis 
Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan 
mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian 
dengan pikiran dan perasannya bahwa perbuatan atau tindakan pencurian 
atau jambret dan mengambil barang berupa:  1 buah tas perempuan warna 
putih yang berisi subuah handphone  merek IVIO warna cokelat  dan 
sebuah dompet warna kuning, yang jadi bukti di persidangan, barang 
tersebut sama sekali bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, 
perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa 
menyesali perbuatannya. 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan 
terhadap putusan perkara No: 1153/Pid,B/2012/PN.Mks, juga telah 
mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f 
KUHAP. 
Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu: 
 Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa 
sakit pada bagian pipinya. 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tindak akan 
mengulanginya lagi; 
 Terdakwa belum pernah dihukum 
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Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan dan juga dengan mendasarkan pada perimbangan-
pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada 
terdakwa denga pidana penjara 6 (enam) bulan, masa penahanan yang 
telah diajalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
3. Amar Putusan 
 Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada 
putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi dasar amar putusannya. 
 Pada hakekatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh Undang-
undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, 
yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus 
melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. 
Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum 
dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Hakim dalam 
menjalankan kewenangannya dibatasi oleh Undang-undang. 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang 
bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka Hakim 
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 Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
K.U.H.Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkenaan; 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa: MUH.HIDAYAT BIN HAERUDDIN terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: 
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama: 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis 
Yamaha Mio, 1 (satu) tas kulit warna putih merk GUESS yang berisi 
yaitu 1 (satu) buah Handphone merk IVIO dan 1 (satu) buah tas make 
up dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARDALIA dan 1 (satu) 
bilah senjata tajam dirampas untuk dimusnahkan; 
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
1.000,00 (seribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari RABU, tanggal 12 
SEPTEMBER 2012 oleh: RAILAM SILALAHI, SH.MH sebagai Ketua 
Majelis dan JAMUKA SITORUS, SH,M.Hum dan PUDJO HUNGGUL, 
SH.MH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari 
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dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh 
ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang 
dibantu MURSIDAH PATAWARI, SH Panitera Pengganti pada 
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, 
SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan 
terdakwa MUH.HIDAYAT BIN HAERUDDIN.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 K.U.H.Pidana 
dalam putusan perkara No: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada putusan perkara 
No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks, telah menerapkan unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: 
 Barang siapa; 
 Mengambil suatu barang; 
 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
 Yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri; 
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 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan;  
 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu. 
Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 
ayat (20 ke-1 dan ke-2 KUHP , sehingga terdakwa telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam 
keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum. 
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dalam putusan perkara No: 1153/Pid.B/2012/PN.Mks 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan 
putusan pada perkara No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks, telah 
mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: 
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat 
dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 
b. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah 
sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 356 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, 
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dan sebagai dasar dalam memutus perkara 
No:1153/Pid.B/2012/PN.Mks, terhadap terdakwa. 
c. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f  KUHAP. 
 
B. Saran 
Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si 
pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapakan berdampak pada 
masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim 
diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan 
menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
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